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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai mekanisme 

analisis kinerja penerimaan dan potensi pajak kendaraan bermotor maka 

penulis dapat menarik kesimpulan yaitu : 

1. Rasio rata-rata efektif penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 

2017-2021, dimana pada tahun 2017-2020 setiap tahunnya berada diatas 

seratus persen dan dikatakan efektif karenakan target penerimaan pajak 

kendaraan bermotor selama empat tahun bertururt-turut ter realisasi dengan 

baik. Namun pada tahun 2021, dimana rasio rata-rata efektif Pajak 

Kendaraan Bermotor memperoleh nilai persentase terendah hanya sebesar 

81,55% dan memperoleh kriteria yang cukup efektif hal ini dikarenakan 

target penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak ter realisasi dengan baik 

dan ditambah lagi dengan terjadinya covid-19. 

2. Rasio rata-rata laju pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

pada tahun 2018-2021, dimana  pada tahun 2018 rasio rata-rata laju 

pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor memperoleh angka persentase 

pertumbuhan tertinggi sebesar 11% dan memperoleh kriteria tidak berhasil 

dan Kembali lagi pada tahun 2021, dimana rasio rata-rata Pajak Kendaraan 

Bermotor memperoleh angka persentase pertumbuhan terendah sebesar 9% 

dan memperoleh kriteria  tidak berhasil yang mana menunjukkan kemajuan 

dari tahun sebelumnya hanya saja tetap masuk dalam kriteria tidak berhasil 

hal ini dikarenakan  kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak 
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kendaraan bemrotor dan juga disebabkan oleh Pandemi Covid-19 sehingga 

pendapatan perkapita penduduk juga mengalami penurunan. Dengan 

menurunya pendapatan perkapita penduduk ini menyebabkan timbulnya 

dorongan dalam dinamika masyarakat untuk memiliki kesadaran 

pribadi,sehingga dinamika ini ikut mendorong menurunya potensi 

pertumbuhan pajak kendaraan bermotor. 

3. Rasio rata-rata penerimaan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhada 

Pajak Daerah pada tahun 2018-2021, dimana pada tahun 2018 rasio rata-

rata Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Timur memperoleh kriteria kurang dengan memperoleh 

persentase terendah sebesar 16%. Namun pada tahun 2021 rasio rata-rata 

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur memperoleh kriteria cukup baik dengan memperoleh 

persentase tertinggi sebesar  30%. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

Masyarakat akan membayar pajak kendaraan bermotor sehingga sangat 

kurang berkontribusi terhadap pajak daerah, apabila potensi dari pungutan 

Pajak Kendaraan Bermotor lebih dioptimalkan maka sudah pasti rasio rata-

rata persentase dari kontribusi PKB terhadap Pajak Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur lebih maksimal. 

4. Rasio rata-rata penerimaan Kontribusi Pajak Daerah Provinsi Nusa 

Tenggarat Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur pada tahun 2018-2021, dimana pada tahun 2019 rasio rata-rata 

kontribusi Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap 
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Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh nilai 

persentase tertinggi sebesar 7,9% namun termasuk dalam kategori sangat 

kurang. Kembali lagi pada tahun 2021 rasio rata-rata Kontribusi Pajak 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh nilai persentase terendah 

sebesar 4,8% dan kembali lagi termasuk dalam kategori sangat kurang. Hal 

disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak 

kendaraan bemrotor sehingga sangat kurang berkontribuis terhadap pajak 

daerah dan mengakibatkan  terjadilah penurunan pada PAD dan juga pada 

tahun 2020-2021 terjadi Pandemi Covid-19 sehingga Mentri Sri Muliyani 

mengambil kebijakan berupa pemotongan pajak sehingga jumlah pajak 

yang diterima pemerintah mengalami penurunan yang mengakibatkan 

rendahnya penerimaan pajak pada tahun 2020 dan 2021, berdasarkan 

perhitungan tersebut maka pemerintah perlu melakukan kajian ulang dalam 

pemanfaatan potensi Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur salah 

satunya terhadap Pajak Kendaraan Bermotor. 

5. Potensi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2020 memiliki nilai potensi 

sebesar Rp. 179.039.643.625 dibandingkan denga realisasai penerimaan 

pajak kendaraan bermotor hanya sebesar Rp. 168.606.591.232 Kembali lagi 

pada tahun 2021 Potensi Pajak Kendaraan Bermotor memiliki nilai potensi 

sebesar Rp. 230.341.561.125 dibandingkan dengan realisasi penerimaan 

pajak kendaraan bermotor hanya sebesar Rp. 152.446.494.002   Faktor yang 

mempengaruhi pengelolaan pajak kendaraan bermotor yaitu rendahnya 
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tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar, yang dapat berpengaruh 

pada besarnya penerimaan pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah dan untuk membangun daerah, karena masih banyak wajib pajak 

yang menunggak dalam pembayaran pajak, sarana dan prasarana yang 

dimiliki untuk mengelolah potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor 

belum memadai, dalam hal terbatasnya kendaraan dinas operasional roda 2 

maupun roda 4 dalam menjangkau wajib pajak dalam proses sosialisasi 

kepada wajib pajak, tidak seimbangnya antara jumlah petugas pemungutan 

pajak kendaraan bermotor dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor 

yang semakin meningkat setiap tahunya.   

   6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun beberapa saran yang dapat 

disampaikan sebagai berikut :  

1. Bagi UPTD. Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang harus lebih proaktif 

memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak pentingnya 

membayar pajak untuk menunjang  pembangunan nasional dan mendata 

semua objek pajak yang belum terdaftar sehingga dapat dibayar oleh 

pemilik objek pajak. 

2. Bagi UPTD. Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang harus lebih 

meningkatkan kinerja kerjanya, dengan melakukan kegiatan pemeriksaan 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi wajib pajak dan mendata semua 

objek pajak yang belum terdaftar agar dapat dibayar. 
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3. Bagi Pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor diperhatikan 

dengan baik agar mencapai hasil yang optimal, sehinggah dapat 

memberikan kontribusi yang baik untuk meningkatkan pendapatan asli 

daerah. 
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